
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017, serta 

adanya perubahan pembagian urusan Pemerintah antara 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 

tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah dan terjadinya pergeseran 

kegiatan antar SKPD penyesuaian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) maka perlu adanya Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar 

Tahun 2017;  

b. bahwa perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

Gianyar. 

 

 
 

 
BUPATI GIANYAR 

PROVINSI BALI 
PERATURAN BUPATI GIANYAR 

 
 

NOMOR 29 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GIANYAR 
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG 

 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI GIANYAR, 

 
BUPATI GIANYAR, 

 



Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor  69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 

Tenggara timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah               

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 



telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 310); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

517); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 12); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Nomor 3); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Gianyar Tahun 2013 – 2018 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014 Nomor 6); 

16.Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembar Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5); 

17. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 32 Tahun 2016 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar 

Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 

Nomor 32); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 32 TAHUN 2016 



TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017. 

 
 

 
 

 
 
 

Pasal I 

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 32 Tahun 2016 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 

2017 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 32) 
pada Lampirannya diubah sehingga berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

 
 

     Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.   

 

 

 

Ditetapkan di Gianyar  

pada tanggal 9 Juni 2017 
 

BUPATI GIANYAR, 
 

 
 
 

A.A. GDE AGUNG BHARATA 
 

 
 

 
Diundangkan di Gianyar 
pada tanggal 9 Juni 2017  

 
ASISTEN ADMINISTRASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR, 
 

 
 
 

I MADE GEDE WISNU WIJAYA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017 NOMOR 29. 


